SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan

Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022;

1.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



10.

11.

12.

13.

14.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala



15.

16.

17.

18.

19.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggaota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan = Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Papua Barat;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata



27.

29.

30.

31.

32.

33.

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan



Menetapkan

34.

35.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Propinsi Papua Barat Tahun 2007
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 18);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua

Barat Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.
6.304.760.645.789,00 (enam trilyun tiga ratus empat milyar tujuh ratus enam
puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh
sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.



(1)

(2)

(4)

(5)

Pasal 4
Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp.463.900.233.889,00 (empat ratus enam
puluh tiga milyar sembilan ratus juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan
ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.360.978.738.273,00 (tiga ratus enam puluh milyar sembilan
ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua
ratus tujuh puluh tiga rupiah).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.4.082.812.000,00 (empat milyar delapan puluh dua juta delapan
ratus dua belas ribu rupiah).
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.703.119.799,00
(tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta seratus sembilan belas ribu tujuh
ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.135.563.817,00 (enam puluh enam
milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan

ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

direncanakan sebesar Rp.360.978.738.273,00 (tiga ratus enam puluh milyar
sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu
dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak kendaraan bermotor;

b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);

c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);

d. pajak air permukaan; dan

e. pajak rokok.



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.81.516.278.000,00 (delapan puluh satu milyar
lima ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.000.000.000,00 (lima puluh
sembilan milyar rupiah);

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.147.400.000.000,00 (seratus
empat puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah);

Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.353.739.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta
tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.72.708.721.273,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan

juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Pasal 6
Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.81.516.278.000,00 (delapan puluh
satu milyar lima ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu
rupiah), yang terdiri atas:
a. mobil penumpang — sedan;
b. mobil bus — microbus;
c. mobil barang/beban — pick up;
d. mobil barang/beban — light truck; dan
e. sepeda motor — sepeda motor roda dua.
Mobil penumpang - sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.569.297.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan
juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
Mobil bus - microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.352.862.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta
delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
Mobil barang/beban — pick up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.14.559.871.000,00 (empat belass milyar lima ratus

lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



(5) Mobil barang/beban — light truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp.7.685.868.000,00 (tujuh milyar enam ratus
delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(6) Sepeda motor — sepeda motor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.19.982.589.000,00 (sembilan belas milyar
sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan

ribu rupiah).

Pasal 7
Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek dan rincian objek
pendapatan).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.
6.718.068.756.304,00 (enam trilyun tujuh ratus delapan belas milyar enam
puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah
rupiah), yang terdiri atas belanja:

a. operasional;

b. modal;

c. tidak terduga; dan

d. transfer.

Pasal 9
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
a direncanakan sebesar juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus
delapan puluh lima rupiah Rp.3.257.950.548.427,00 (tiga trilyun dua ratus
lima puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat
puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas
belanja:

a. pegawai;

b. barang dan jasa;
c. bunga;

d. subsidi;

e. hibah; dan

g

bantuan sosial.



(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.1.228.463.635.064,00 (satu trilyun dua ratus dua puluh delapan
milyar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu
enam puluh empat rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.1.329.818.473.607,00(satu trilyun tiga ratus dua
puluh sembilan milyar delapan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh
puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.0,00 (nol).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp.789.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus ribu rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.674.196.936.088,00 (enam ratus tujuh puluh empat milyar
seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu
delapan puluh delapan rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.24.682.003.668,00 (dua puluh empat milyar enam
ratus delapan puluh dua juta tiga ribu enam ratus enam puluh delapan

rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.1.228.463.635.064,00 (satu trilyun dua
ratus dua puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tiga juta enam
ratus tiga puluh lima ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. gaji dan tunjangan ASN;

belanja tambahan penghasilan ASN;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

ASN;

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH,;

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
g. belanja gaji dan tunjangan MRP/MRPPB;

h. belanja pegawai BOS; dan

=

belanja pegawai BLUD.



(2)

(6)

(7)

Pasal 11
Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 652.740.400.739,00 (enam ratus
lima puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus ribu tujuh

ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. gaji pokok ASN;

b. belanja tunjangan keluarga ASN:

c. belanja tunjangan jabatan ASN

d. belanja tunjangan fungsional ASN:

e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;

f. belanja tunjangan beras ASN;

g. belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN;
h. belanja pembulatan gaji ASN;

[y

belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

j- belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;

k. belanja iuran jaminan hari tua ASN; dan

1. belanja tunjangan khusus ASN.

Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 398.261.864.166,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar
dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu

seratus enam puluh enam rupiah).

Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.48.787.511.422,00 (empat puluh delapan
milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh tujuh juta lima ratus sebelas ribu
empat ratus dua puluh dua rupiah).

Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp.12.877.174.414,00 (dua belas milyar delapan
ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus
empat belas rupiah).

Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp.13.996.404.939,00 (tiga belas milyar
sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat ribu sembilan
ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.887.353.939,00 (tujuh belas milyar



delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu

sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(8) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp.37.490.259.442,00 (tiga puluh tujuh milyar empat
ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus

empat puluh dua rupiah).

(9) Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.879.977.554,00 (dua
puluh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh
puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp.1.397.684.957,00 (satu milyar tiga ratus sembilan
puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembbilan ratus lima
puluh tujuh rupiah).

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp.25.740.363.111,00 (dua puluh lima milyar
tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus sebelas
rupiah).

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.5.317.574.684,00 (lima milyar tiga
ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan
puluh empat rupiah).

Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp.12.012.616.152,00 (dua belas milyar dua
belas juta enam ratus enam belas ribu seratus lima puluh dua rupiah).
Belanja Jaminan Hari Tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf1
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
direncanakan sebesar Rp.53.737.794.969,00 (lima puluh tiga milyar tujuh
ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan

ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja)



Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar

Rp.413.308.110.515,00 (empat ratus tiga belas milyar tiga ratus delapan juta

seratus sepuluh ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.

(1)

(3)

(5)

(6)

(7)

penerimaan pembiayaan; dan

pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a direncanakan sebesar Rp. 413.308.110.515,00 (empat ratus tiga
belas milyar tiga ratus delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus lima
belas rupiah), yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,;

d. penerimaan pinjaman daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,;
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
413.308.110.515,00 (empat ratus tiga belas milyar tiga ratus delapan juta
seratus sepuluh ribu lima ratus lima belas rupiah).
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar 413.308.110.515,00 (empat ratus tiga belas milyar

tiga ratus delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus lima belas rupiah).



Pasal 15

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.413.308.110.515,00 (empat ratus tiga belas milyar tiga ratus delapan juta

seratus sepuluh ribu lima ratus lima belas rupiah).

Pasal 16

Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.413.308.110.515,00 (empat ratus tiga

belas milyar tiga ratus delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus lima belas

rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

(2)

(3)

(5)

(6)

(1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol), yang terdiri atas:
pembentukan dana cadangan;

a
b. penyertaan modal daerah;

o

pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

e

pemberian pinjaman daerah; dan

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 18
Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol), yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan; dan



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

b. dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol);

Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 19
Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol), yang terdiri atas:
a. penerusan pinjaman; dan
b. dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan).
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol);

Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan).

Pasal 20

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.413.308.110.515,00
(empat ratus tiga belas milyar tiga ratus delapan juta seratus sepuluh ribu
lima ratus lima belas rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.413.308.110.515,00
(empat ratus tiga belas milyar tiga ratus delapan juta seratus sepuluh ribu

lima ratus lima belas rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) ini terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Hibah;



d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial,

e. Lampiran VDaftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerina, dan Besaran
Belanja bagi hasil;

g. Lampiran VII Rencana Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan
Pembiyaan;

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahanDBH Minyak dan Gas Bumi Menurut
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan,
Belanja dan Pembiyaan;

i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan
Pembiyaan;

j. Lampiran X  Sinkroniasasi Kebijakan Pemerintah  Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,
TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Ditetapkan di Manokwari

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

TTD
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 28

Salm;n,y_apg sah sesuai aslinya,

Dr. RoKrth ER. Hal .
Pemhma Utama Madya
NIP=19650818 199203 1 022



